Dipengaruhi Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan

SEMUA sumber dana tersebut telah dilaporkan kepada kepala daerah pada 20 Januari lalu.
Dijelaskannya, besar kecilnya alokasi anggaran kampung dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan luas wilayah.

Kampung dengan jumlah penduduk lebih banyak akan menerima anggaran yang lebih besar.
Namun, yang terpenting adalah pengelolaan dana yang tepat waktu dan efektif agar dapat
digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Tapi indikator utamanya adalah pengelolaan
dananya tepat dan tidak terlambat merealisasikan anggaran,” sambungnya.

Di sisi lain, kampung juga mendapat bantuan dana dari pihak ketiga yang beroperasi di sekitar
kampung. Misalnya, kampung-kampung yang terletak di sekitar perusahaan pertambangan
juga mendapat bagian dari kontribusi pajak alat berat.

Sedikitnya hampir 44 kampung di Kabupaten Berau menerima bantuan dari perusahaan. Semua
pendapatan ini jelas harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
Contoh nyata dari bantuan ini adalah Kampung Tumbit Dayak yang menerima pembangunan
masjid senilai Rp2 miliar. Pembangunan masjid tersebut harus dicatat oleh pemerintah
kampung dalam bentuk bangunan, bukan uang.

Dengan total anggaran yang sangat besar dan beragam, sumber dana kampung diharapkan
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjalankan program-
program yang bermanfaat lainnya bagi warga.

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu mengingatkan agar Kepala Kampung dapat
memanfaatkan dana kampung sesuai aturan. Menurutnya, persoalan keuangan merupakan hal
vang sensitif. Karena itu perlu ditanamkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap
penggunaan dana kampung.

la juga mengingatkan untuk menghindari tindakan penyelewengan dana kampung. Apalagi
setiap tahun dana kampung terus meningkat. Penting bagi setiap kampung untuk mengelola
dana yang diterima secara transparan dan akuntabel, sesuai dengar peraturan yang ada. “Kepala
Kampung diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan kampung dengan baik dengan
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memajukan kampung,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin lagi melihat kepala kampung berurusan dengan hukum, dan aparatur
kampung diharap dapat memiliki kompetensi dan wawasan dalam menjalankan roda
pemerintahan yakni pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik. “Kami juga akan
terus melakukan pendampingan agar dana yang diterima bisa dikelola dengan baik," tuturnya.
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